. BUPATI GORONTALO
PROVINSI GORONTALO

' PERATURAN BUPATI GORONTALO
NOMOR | TAHUN 2024

 TENTANG
TATA CARA PENGGUNAAN DAN PENYELENGG
KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH UNTUK PE
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GORONTALO,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasali 44 i
Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 79 Tah
‘ Petunjuk Tekms Pengunaan Kartu Kredit
Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
perlu  menetapkan Peraturan Bupati ten
Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu

Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat {6} Undang-Undang Dasar
. Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahus

74, Tambahan Lembaran Negara Repu&l&

Nomor 1822);Undang-Undang Nomor 17 Tahun

Keuangan Negara (Lembaran Negara Rep

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran

Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPe




" Indonema Tahun 2019 Nomor
" Negara Repubhk Indonema Nomor 6322)

20
" daerah sebagaa unsur penyelenggam pemerm

BABI
KETENTUAN UMUM
- Pasal 1

‘Daerah ada]ah Daerah Kabupaten Gurontalo.
Pemenntah Daerah adalah Kepala Dagrah

' Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah }-
" disingkat- APBD adaiah rencana. keuangan

yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah




bldang mstem pembayaran S
6 Kartu Kredxt Pemenntah Daerah }ang seian_;,
© KKPD. ada]ah Kartu Kredxt yang ~dapat’ dxi
melakukan pembayaran atas belan_;a yang ch
APBD setelah ke\s.apban pembayaran pe
dzpenuhx oleh bank penerblt Kartu Kredlt

_9.‘

penunjang Urusan Pemenntahan pada Pem‘
_yang melaksanakan Pengeisiaan Keuangan Da :
B 12 Pengguna Angga:an yang selanjutnya dlsm
o pejahat pemegang kewenangan penggunaan

fugt310n]AYiulse
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13. Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA ads
diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian

14.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yan
disingkat PPKD adalah kepala Satuan
Kéuangan Daerah yang mempunyai tugas
pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Be:
Daerah.

15. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya
adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas

16.Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi
melaksanakan tugas BUD.

17. Rekening Kas Umum Daerah yang selanj
RKUD adalah rekening tempat penyimpanan
yang ditentukan oleh Bupati untuk menam
penerimaan daerah dan membayar sel
daerah.

18. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan
Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD
yang melaksanakan fungsi tata usaha keuanga

19, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanj
PPTK adalah pejabat pada Unit SKPD yang m
(satu) atau beberapa Kegiatan dari suatu F
dengan bidang tugasnya. ;

20. Bendahara Pengeluaran yang selanjutnya di sing
pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan,
menatausahakan,dan mempertanggungjawabkai
keperluan belanja daerah dalam rangka pels
pada SKPD.

21. Bendahara Pengeluaran Pembantu yang selanj

- BPP adalah pejabat yang ditunjuk menerima,
membayarkan, | menatausahakan,
mempertanggungjawabkan uang untuk kep
daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada u

22.Bank penerbit KKPD adalah Bank yang |

TKALAG
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23 Daftar Pembayaran Taglhan M{PD yang seian;f;
| DPTKKPD ada!ah da_ftar hasil venﬁkas1 PA

bendahara _ _‘pengeluaran funtuk 'memhia
operasmnal pada satuan keqa perangkat daer
ke:]a perangkat daerah daniatau

belanja 2 (hmit} k_I'Edlt Lepada | BP ata
o penggunaannya dxlakukan dengan KKPD .
o -:..:27 Surat Pennmtaan Pembayaran Uang Pe;

selanjutnya d1 smgkat SPP-UP adalah d, 'S

i :

dxgunakan untuk mengajukan permmtaan pem

"i"_:30. Surat- Perintah _'-_Pencairan"' Dana" Uang 1Pe :
sela.n_;umya dxmngkat SP2D adalah dokumen y.
sebageu dasar pencasran dana yang dzterbz
berdasarkan SPM
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: _6_
31.Surat Referensi adalah dokumen yang diter] i{ ;
yang ditujukan kepada Bank Penerbit | KKBD ‘
menerbitkan KKPD. e ¢
32. Personal Identification Number yang selanjutnya disingiear ¢ i

‘adalah nomor identifikasi pribadi bagi Pem

menggunakan Kartu Kredit, yang merupakan

- angka-angka yang-dihnat oleh komputer se
khusus untuk keamanan dan kemudahan

33. Nota Pencairan Dana KKPD yang selanjutnya
NPD KKPD adalah surat persetujuan

oleh PPTK. : :

34. Pembelian secara Elektronik yang selanju
purchasing adalah tata cara pembelian
sistem katalog elektronik atau toko daring.

35.Toko Dalam Jaringan yang selanjutnya dise
adalah sistem informasi yang memfasilitag
Barang/Jasa melalui penyelenggaraan
sistem elektronik dan ritel daring.

36. Katalog Elektronik adalah sistem informasi
memuat informasi berupa daftar, jenis,
Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN),
negeri, produk Standar Nasional Indonesia,
industri hijau, negara asal, harga, Penyedia, gAni

37. Pengadaan Langsung Secara Elektronik yaps
disingkat PLSE adalah pengadaan laf
dilaksanakan melalui Sistem Pengadaan

(SPSE).
' BABII
PENGGUNAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAE

(1) KKPD digunakan untuk penyelesaian tagihan ke
Daerah berupa penyelesaian tagihan belanja
serta belanja modal melalui mekanisme UP.

%EQPD




(2) Penggunaan KKPD sebagaimana dimaksud
dilakukan dengan memperhatikan: ]
a. kemudahan penggunaan atau fleksibilitas

' jangkauan pemakaian yang lebih luas; |
b. transaksi dapat dilaknm di seluruh penyedi
yang menerima pembayaran secara elektroni
electronic data capture atau media dalam jarin
c. keamanan dalam bertransaksi dan menghirl
penyimpangan atau fraud;
d. efektivitas dalam pengurangan UP yang mengs
cash; . :

e. efisiensi biaya administrasi transaksi pemerin

penggunaan UP; dan
- biaya penggunaan UP KKPD.

BAB Il
PENGELOLA KARTU KREDIT PEMERINTAH DAER
Bagian Kesatu
PPKD
Pasal 3
Da}ampengmaaanUPKKPD PPKD selaku BUD me
dan wewenang:
a. menun_}uk 1 (satu) Bank penerbit KKPD sesuai de
peraturan perundang-undangan;
b. melakukan pemb@asan rancangan /draft p
PemermtahDaerahdenganpeJabatBankPenerblt
c. menandatangani perjanjian kerja sama dengan|
Penerbit KKPD;
d. memberikan rekomendasi kepada Bupati un
Pemegang KKPD dan Administrator KKPD berd
PA; pEe ; ,
e. menyampaikan surat permohonan penerbitan
Bank Penerbit KKPD;
f. menerbitkan surat perjanjian penggunaan
Pemegang KKPD;

KAGAG
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. menandatangam benta acara’ serah tenma | k
5 peqanpan penggunaan hKPD setelah terlebxh d
O penandatanganan oieh Pemegang KKPD

| 1. _"'membenkan Persetujuan atas permmtaan kena,x_ :
' _,_KKPD dan Pemegang KisPD‘

| ':f--i;._keadaan tertentu o L -
: 'k';"'__menerblﬂcan surat penngatan kepada Pemegang '
""‘-_'teijadl penyalahgunaan KKPD; = Lo
I membenkan rekomemiasx kepada Bupau a ag

| - -perubahan propors1 besaran up KKPD |

rn membenkan persetu;uan sebagxan atau seiuruhn
s '_dlspensasx perubahan besaran UP; -

i n;_'.menyusun rekapxtulasx laporan hasﬂ momtonn'
_pelaksanaan pembayaran dengan KKPD
0. membenkan rekomendam Lepada Bupati un |

| p menerbltkan surat penankan KKPD b S

'q_;'_'jmenyampaxkan surat penankan KKPD kepada

E ‘ PPKD dengan tembusan kepada Pemegang KKPD

':_'-V'f_,-'i_melakukan pengawasan _secara mtemal aié‘: ‘
pembayaran taglhan KKPD _ agar tldak
waktu/_;atuh tempo pembayaran -

s I_menetapkan standar operasxonai prosedur terkax

t '\E'melakukan momtormg dan evaluasn pelaksan

r.'-._"surat persetujuan/perubahan persetujuan besai‘




-9.

evaluasi pelaksanaan pembayaran dengan
tnwulanan kepadaBupan.

Kuasa BUD
Pasal 4
Dalam penggunaan UP KKPD, Kuasa BUD memp
wewenang:
a. menyiapkan surat perjanjian penggunaan
Pemegang KKPD;
b. melakukan penelitian besaran/proporsi UP KKPD;
c. menyiapkan surat persetujuan besaran UP KKPD
d. melakukan pencatatan pagu jenis belanja yang
melalui UP, pagu jenis belanja yang bisa dibays
KKPD, dan besaran/perubahan besaran/peruba
KKPD ke dalam kartu pengawasan UP KKPD;
e. melakukan verifikasi atas SPM GU KKPD vang di
f. mengembalikan SPM GU KKPD kepada PA
KKPD tidak memenuhi persyaratan;
g. menerbitkan SP2D GU KKPD,
h. melakukan koordinasi dengan SKPD, ter
penyelesaian taglha.n KKPD yang belum dibayarka
melakukan evaluasi pembayaran dan penggu
PA/KPA; '

[
H

tingkat SKPD;

kepada PPKD selaku BUD; it
m. menyiapkan surat teguran dan/atau pemotongan




& -

n. menyiapkan perubahan surat persetujuan be:
SKPD dalam hal dilakukan pemotongan besaran {
o. menyampaikan perubahan surat persetujuan t
SKPD kepada PA dan Bank Penerbit KKPD
ke PPKD selaku BUD.

PA
Pasal 5
Dalam penggunaan UP KKPD, PA mempunyai tugas
a. menyampaikan kebutuhan UP KKPD dalam
UP;
b. menyampaikan usulan daftar Pemegang |
Administrator KKPD kepada Bupati melalui PPKD
. menerbltkan surat pernyataan UP untuk dm)
Yampmaﬂ SPM UP Tunai ke Kuasa BUD;
d. mengajukan surat permohonan perubahan bes
~ kepada Bupati melalui PPKD selaku BUD;
e. melakukan pengujian terh -
l.kebenarandatapihakyaﬂgberhak mene:
atas beban APBD; i
2. kebenaran materiil dan perhitungan bukti-bukti

3. kebenaran perhitungan Tagihan ({e-billing)/D:s

Tagihan (e-billing)/Daftar  Tagihan Sements

5. kesesuaian jenis belanja yang dapat dibayar

6. kesesuaian spesifikasi teknis dan volume be

perjanjian/kontrak, dokumen serah terima ba

barang/jasa yang diserahkan oleh penyedia bs

f. Mengesahkan sebagian/seluruhnya bukti-b
atas tagihan yang dibayarkan dengan KKPD;,

g. menolak bukti-bukti pengeluaran atas tagihan ya

dengan KKPD dalam hal terdapat bukti-bukti p

tidak memenuhi ketentuan;

’iEﬁ‘Eﬁﬁ qPD
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h. menerbitkan DPT KKPD atas bukt-bukti . |
il E: g

memenuhi ketentuan; ; % e
pelaksana Kuasa Pengum KKPD atas bukti-buldi pengs
yang tidak memmuhl ketentuan;
menerbitkan NPD KKPD;

k. merbltkan SPM-GU D dan menyam

BUD untuk penerb_itan SP2D-GU KKPD; dan
1. melakukan verifikasi atas indikasi pen

LA
:

~ Bagian Keempat
KPA
Pasal 6
Dalam penggunaan ,. UP KKPD, KPA mempun
wewenang: '
a. mengajukan surat permohonan perubahan

1. kebenaran data pihakyang berhak me
pembayaran atas beban APBD;

2. kebenaran materiil dan perhitungan buktl-bukti

3. kebenaran perl:ntunm Tagihan (e-billing)/Da
Semmtara,

4. kesesuman perhmn@n antara bukt
Tagihan (e—biﬂmg) /Daftar Tagihan Sementara;

5. kesesuaian jenis belanja yang dapat dibayar

6. kesesuaian spesifikasi teknis dan volume

= TR
perjanjian/kontrak, dokumen serah terima
‘barang/jasa yang diserahkan oleh penyedia i
¢. mengesahkan sebagian/aehmxhnya bukti-bu i ’

atastagihanyangdibayarkandenganm. %3 i
d. menolak bukti-bukti pengeluaran atas el
dengan KKPD dalam hal terdapat bukti-bukti Vg &

-tidak mcmenuhl ketentuan; [ngli‘ ': ii

e. menerbitkan DPT KKPD atas bukti-bukti

i HE ST
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Pelaksana Kuasa Pengguna KKPD atas bukti-b
yang tidak memenuhi ketentuan; dan
g menerbitkan NPD KKPD dan menyampaikan kepa

kegiatan yang menggunakan KKPD;
c. membuat daftar nominatif belanja menggunaks
d. menyampaikan daftar nominatif belanja me
dilampiri dokumen belanja kepada PA/KP
SKPD/PPK-Unit SKPD.
(2) Dalam melaksanakan tugas penggunaan KKPD)
dimaksud pada ayat (1) huruf a, PPTK bertanggur
pemegang KKPD.
~ Bagian Keenam
' PPK-SKPD/PPK Unit SKPD
Pasal 8
(1) Dalam penggunaan UP KKPD, PPK SKPD mempu
wewenang:
a. melakukan verifikasi daftar nominative
menggunakan KKPD beserta dokumen pend
'b. menyiapkan DPT KKPD;
c. menyiapkan NPD KKPD; -
d. melakukan verifikasi SPP GU KKPD
kelengkapannya yang diajukan oleh BP;
e. menyiapkan SPM GU KKPD;

‘ [ ><| {
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" PA; e
g. menerbitkan surat pernyataan verifikasi PPK 8§
h. menyampaikan NPD KKPD dan DPT K
ditandatangani oleh PA kepada BP untuk
pengajuan SPP GU KKPD.
(2) Dalam penmunaanUP KKPD, PPK Unit SKPE}
msasmmem&
a. melakukan verifikasi daftar nominatif bels
menggunakan KKPD beserta dokumen pend

b. menyiapkan DPT KKP;

c. mgnyiapkan NPD KKPD; dan

d. menyampaikan NPD KKPD dan DPT K
ditandatangani oleh KPA kepada BPP untuk
pengajuan SPP GU KKPD.

Bagian Ketujuh

BP/BPP

Pasal 9
(1) Dalam penggunaan UP KKPD, BP mempun
wewenang '
a. menyampa.ilmn kebutuhan UP KKPD SKPD k
b. melampirkan daftar rincian yang menyata
Tunai dan UP KKPD yang dikelola oleh
dalam pengajuan UP dan/atau pengajuan pe:
UP KKPD SKPD ke PPKD selaku BUD;

c. melakukan pengujian:
1. NPD KKPD dan DPT KKPD; dan
2. ketersediaan dana UP KKPD.

> ¥ Penyusﬁnan daftar pungutan/potongan
pa;ak atas taglhan dalam NPD KKPD.
dmenolakNPDIﬂ(PDdanDPTKKPByang ]
mengembalikan kepada PA dalam hal NPD K

e. mengajukan permintaan penggantian UP
GU KKPD kepada PA dengan melampirkan
DPT KKPD dari PA dan NPD KKPD dan DPT K




e

beserta dokumen pendukung lainnya me
untuk dilakukan verifikasi;

f. meﬁyiapkan draft surat pernyataan tanggun
PA:;

g melakukan pembayaran tagihan KKPD mels
rekening BP ke rekening Bank penerbit ‘
pencairan dana SP2D diterima/ masuk ke reker

h. melakukan pemindshbukuan UP KKPD me
nekemng BP ke rekmmgmasmg—masmg BPP. |

(2) Dalam penggunaan UP KKPD, BPP mempuny
wewenang:

b. melakukan pengujian:

1. NPD KKPD dan DPT KKPD; dan
2. ketersediaan dana UP KKPD.
c. menolak NPD KKPD dan DPT KKPD yang
mengembalikan kepada KPA dalam hal NPD
KKPD tidak memenuhi persyaratan untuk diba;

rekenmgBPPkemkeningBankPenerbn KKPY
UP KKPD d1tenma/masuk ke rekening BPP

oleh BP.

Bagian Kedelapan
Adm:mstramr KKPD
~ Pasall0

Dalam penggunaan UP KKPD, Administrator
mem;‘iunyai tugas dan wewcmang.
a. melakukan aktivasi KKPD dan request/aktivali
melalui call center/layanan pesan singkat (
Service) [ sarana lainnya;
b. meminta kenaikan batasan belanja (limit)
‘'sementara atau permanen kepada Bank Penerbit
surat elektronik dan/atau sarana tercepat
mendapat persetujuan dari PA/KPA;




(1)

(2)

: mcngmformamkan- nilai kenaikan batasan be

. melakukan monitoring pengembalian batasan

- secara. sementara tidak kembali keba o

. menginformasikan nilai keterlanjuran pembay

periode kenalkan batasan belanJa (limit) KKPD, s 1
nama KKPD kepada Bank Penerbit KKPD dalam
kenaikan batasan bclanja (limit) KKPD secara se ;

2 o
R e A AR TG A TP BT T A OO B SAR § A 0 75

periode permanen, serta nomor dan nama K
Penerbit KKPD dalam hal permintaan kenaikan be
(limit) KKPD secara permanen;

KKPD secara sementara ke batasan belanja (li
periode kenaikan batasan belanja (limit)

berlaku penggunaan UP KKPD; ittt
mengajukan permintaan pengembalian batasa:g :
KKPD ke batasan belanja (limit) awal kepada
KKPD dalam hal batasan belanja (limit) KKPD

'
TR
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o
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setelah periode berakhir; iy
meminta penyetoran kembali atas keterlanjuran pem
kepada Bank Penerbit KKPD melalui surat ele

sarana tercepat lainnya setelah mendapat
PA/KPA; dan

nama KKPD, bukti-bukti pembayaran/pemind ) ,
sah, dan nomor rekening BP/BPP untuk pen
kepada Bank Penerbit KKPD dalam hal penyetoraniisml
keterlanjuran pembayaran. | l

BAB IV
UP KKPD
Bagian Kesatu
Penentuan Proporsi UP
Pasal 11

dan UP KKPD. B
UP KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1

bagian dari UP yang dikelola BP dan BPP atas
BP.

s it e ER T 2
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(3) Proporsi UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
a. UP Tunai sebesarGO%(mm puluh persen)
masmg—mamng SKPD dan ;

b. UP KKPD sebesar 40% (empat puluh persen) d
masing-masing SKPD.

(4) Proporsi UP sebagaimana dimaksud pada ayat
dalam keputusan Bupati.

~ Pasal 12 |
(1), Proporsi UP KKPD sebagaimana dimaksud dalam
(3) huruf b dapat dilakukan perubahan
kebutuhan penggunaan UP KKPD pada SKPD.
(2) Perubahan proporsi UP KKPD sebagaimana dimak
(1) dapat berupa kenaikan atau penurunan propa
(3) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada a

(4) Penurunan sebagaimana dimaksud pada
(5) PA mengajukan perubahan proporsi UP KKPD

BUD.
{6) Pen%uan pembahanpmpmmupmnse gai
pada ayat {5) dilakukan 1 kali dalam tahun 2
(7) PPKD selaku BUD memberikan pertim
perubahan proporsi UP KKPD kepada Bupati.
(8) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana
(7), Bupati memberikan persetujuan peruba
KKPD.
Pasal 13 .
Pertimbangan kenaikan atau penurunan sebagaimg
dalam Pasal 12 ayat (7) didasarkan atas: '
a. kebutuhan pengeluaran riil SKPD;
b. perubahan kebijakan pelaksanaan belanja SKPD;
c. perubahan dalam sistem pembayaran dengan ks
secara elektronik; atau
d. kebutuhan lainnya dalam rangka efektifitas p
KKPD.




. Pasal 14
Besaran UP KKPD dlhltung dari propors1 UP
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) atau perubahg
KKPD yang telah disetujui oleh Bupati sebagaimg
dalam Pasal 12 ayat (5).

Bagian Kedua
Permintaan Uang Persediaan KKPD
Pasal 15 |

(1) BP menyampaikan kebutuhan UP KKPD kepada E
(2) PA mencantumkan kebutuhan UP KKPD seb

pada ayat (1) dalam surat pernyataan UP yang t

Lampiran yang merupakan bagian tidak te

Peraturan Bupati ini, dan diajukan pada saat pe

UP Tunai kepada Kuasa BUD. -

Pasal 16
(1) Dalam hal terdapat perubahan besaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayaf
perubahan proporsi UP KKPD sebagaimana di 7‘
Pasal 12 ayat (5] setelah adanya penyampaian -
mengajukan surat permohonan perubahan |
KKPD kcpada PPKD selaku BUD melalui Kuasa B
(2) Surat permohonan perubahan persetujuan bes
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan me
a. surat pernyataan UP dari PA; dan
b. keputusan Bupati mengenai perubahan be
proporsi UP KKPD.
(3) Ketentuan mengenai format surat pernyataan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesu
perundang - undangan. :

TR

T

i e

: Pasal 17 4
(1) Bcrd'asarkan_ ‘surat pémyataan dan keputu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2)
melakukan penehtlan besaran UP KKPD.
(2) Dalam hal besaran/proporsi UP KKPD tela.h
- ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
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@)

4)

(5)

1)

2)

(3)

48

dan Pasal 15 ayat (2), PPKD selaku BUD mener]
Persetujuan Besaran UP KKPD SKPD. s 3
Surat persetujuan besaran UP KKPD SKPD diter "
lambat 1 (satu) hari kerja setelah SPM U
permohonan perubahan besaran UP KKPD SK
oleh Kuasa BUD. :
Untuk BP yang dibantu oleh beberapa BPP,
dan]atau pen'gaju.an-péruhahan besaran UP
PPKD selaku BUD melalui Kuasa BUD harus
daftar rincian yang menyatakan jumlah UP
KKPD oleh masing-masing BPP.
Ketentuan mengenai format surat persetujuan
KKPD SKPD sebagaimé.na dimaksud pada aya |
ketentuan peratufan_pemndangfundangan.
‘Bagian Ketiga
_ Jenis KKPD dan Batasan Belanja KKPD
g Pasal 18 L

KKPD terdiri atas: 4§
a.Kartu Kredit untuk keperluan belanja barang d

belanja modal; i
b.Kartu Kredit untuk keperluan belanja perjalan
Kartu Kredit untuk keperluan belanja barang danjs
belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat ..
meliputi: ' :
a.Belanja barahg .kebiztuhan sehari-hari dan per
b.belanja pengadaan bahan makanan;
c. belanja barang untuk persediaan; IM
d.belanja sewa; |

el f

i

e. belanja pemeliharaan;
f. belanja bahan bakar kendaraan dinas;
g. belanja modal; dan

i

h.belanja lainnya sesuai dengan ketentuan peratgy

perundang-undangan. i

Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud
mengutamakan produk dalam negeri dan usaha nii§
koperasi. ?
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“)

(5)

M

)

()

(4)

(5

(6)

)

(8)

-dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dltetapkan
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Kartu Kredit untuk keperluan belanja perjals
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b m
pembayaran transport, penginapan, dan/atau s v
Jenis KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (j
penggunaan KKPD untuk keperluan belanja seb

Bupatx. :

Pasal 19
Penggunaan KKPD sebagaimana dimaksud de
ayat (2} dilakukan dengan nilai belan

Penggunaan KKPD sebagaimana dimaksud
dapat dilakukan melalui transaksi katalog elek
daring, dan PLSE yang disediakan oleh
meliyelenggamlmn tugas pemerintahan di bidea
pengadaan barang/jasa pemerintah.
Dalam hal KKPD digunakan untuk transaksi di 1
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), nilai be"
banyak untuk 1 (satu) penerima pembaysz
Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
Limit belanja KKPD dalam rangka keperluan be
dan jasa serta belanja modal untuk pertama ka
sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
Limit belanja KKPD dalam rangka keperlu

sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)
Total batasan limit belanja KKPD pada SKPD

sebesar UP KKPD yang telah disetujui PPKD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).

persen) dari pagu jenis belanja yang bisa diba

BAG
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Sy
o Adzmmstrator KKPD merupakan pe_;abat/pegawa
o berstatus pegawal negeri Sipll daerah
@
: _.__-._;-.:mempakan PA/IxPA
@)

(1) PPKD selaku BUD menunjuk Bank yang rne 3a

(2] Bank Penerhlt KKPD sebagaxmana dnnaksud

Dalam hal terdapat Pemegang KKPD sebagaunan&
: pada ayat (2) pelaksana kuasa pengguna sebaga;
: _:' padat ayat {3} dan/ atau Adnnmstrater KKPD sie%)ag '
7 'dlmaksud pada a}at (4) berha]angan pegawal y},
.:.'_'melaksanakan tugas PA/KPA dan/atau melaksan"'. :
5 BP/BPP sesuaz dengan kctentuan peraturan

' KKPD

Baglan Keempat - o
Pemegang KKPD Peiaksana Kuasa Pengguna
KKPD dan Admlmstrator KKPD
| . ~ Pasal 20 | o
Pemegang KKPD Pelaksana Kuasa Penggun ,

Pemegang KKPD sebagmmana dlmaksud pac_

ayat (1) merupakan ‘pegavai negeri sipil die
.mendapat kuasa untuk menggunakan KKPD dan :
-jj_ Adrmmstrator KKPD sebaga:mana dnnaksud paé
"mempakan BP/BPP. |

undangan sebagm pemegang MxPD ‘dan Ac:'

BABV

Baglan Kesatu
Peqanjlan Kszga Sama
i Pasal 21

RKUD sebagax ‘Bank pencrblt !G(PD sesua: d
peratumn pemndang—undangan

da:

merupakan bank y yang sama dengan bank penempatan
(3} Berdasarkan penunjukan bank sebagaﬂnana dxmaksud ad

ayat (1), PPKD selaku BUD membuat pel}anjl

D




=2

dengan Pejabat Bank Penerbit KKPD.
(4) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud
paling sedikit memuat:
a. definisi;
b. tujuan perjanjian kerja sama;
c. ruang lingkup perjanjian kerja sama;
d. pagu jenis belanjayanghmdibayarkan melal
besaran fasilitas kredit {credit line) SKPD;
e. hak dan kewajiban PPKD selaku BUD dan
 KKPD; 2
f. tata carapenagihan danpanbayaran tag:han
g. jenis dan besaran biaya (fee), pajak-pajak; .
h. penyelesaian perselisihan dan hukum yang be

i. jangka waktu perjanjian; 4

~ j- berakhirnya dan akibat pengakhiran perjanii
k. alamat dan wakil para pihak;
l. Surat Referensi;

m. keadaan kahar {force majeure}; dan
n. kerahasxaan informasi/data.

{5) Pegan_nan keqa sama sebaylmana dimaksud

dltandamngmn oleh PPKD selaku BUD dan |
penerbit KKPD.

Pasal 22

(I]DalamhaiBankpenempatan RKUD se
dalam Pasal 21 ayat (1) belum m

ahinis

e

menerbitkan Kartu Kred:t Bank penempatan RK s

kerja sama dalam penerbitan KKPD dengan bank ‘
mxliknegarayang telah memperoleh izin sebagai |
Kredit dari otoritas yang berwenang.

negara dalam penyediaan KKPD sebagaimana )
ayat {1), Bank penempatan RKUD membuat
- sama dengan bank badan umum milik negara.

(3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud
paling sedikit memuat: :

4@"1%.»
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a. definisi;

b. tujuan perjanjian kerja sama;

c. ruang lingkup perjanjian kerja sama;

d. pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan
besaran fasilitas kredit (credit line) SKPD;

e. hak dan kewajiban Bank Penempatan RKUD
umum milik negara Penerbit KKPD;

£ 'tatacarapenagilmndanpembdymntagihan.

8- jenis dan besaran biaya (fee), pajak-pajak;
h. penyelesaian perselisihan dan hukum yang
i. jangka waktu perjanjian;

j. berakhirnya dan akibat pengakhiran perjanji
k. alamat dan wakil para pihak;
1. Surat Referensi;

m. keadaan kahar {force majeure);
n. kerahasiaan informasi/data; dan
o.ketentuan penutup

(4) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud
ditandatangani oleh Pejabat Bank penempatz
pejabat bank badan rnvim milik negara Penerbit:

(5) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat

paling lama 5 (lima} tahun atau sesuai d
ditetapkan oleh Lembaga yang berwenang

penerbitan Kartu Kredit.
Bagian Kedua
Penetapan Pemegang KKPD dan Administrator K
Pasal 23

(1) Berdasarkan perjanjian kaeqa sama se
dalam Pasal 21 ayat (5), PA menyampmkan

Pemegang KKPD dan Daftar Usulan AdministratogK

PPKD selaku BUD.

{(2) Daftar Usulan Pemegang KKPD dan Daftar U
KKPD, sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memuat:

a. nama dan NIP pemegang KKPD;
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b tempat dan tanggal 1ah1r pemegang KKPD
e Jabatan pemcgang KKPD '
d kewenangan pemegang KKPD

pemegang KKPD B

| f. alamat Surat elektromk pemegang KKPD

= g nama dan NIP Admmlstzatcr KKPD :

Ch tempat dan. tanggal lahir Admmlstrator thB
1. jabatan Administrator KKPD; dan

o j- alamat surat elektromk Admxmstrator KKPD

dan BPP pada SKPD A o
(4) PPKD selaku BUD meny:apkan usulan Daftar &
dan Admﬁustrator I{KPD untuk d:sampazkan

untuk dltetapkan dengan keputusan Bupatz

- -B‘é@an Ketiga -
Pengajuan KKPD

_ Pasal 24 _ o

".""(1) Berdaqarkan keputusan Bupan sebagalmana dx

' Pasal 23 ayat (4) PPKD s,_exak;; BUD meﬁ‘

pada. ayat (1}, dengan melamplrkan
a. Surat Referens: dan PA/KPA L i
. f'b formuhr apl&asx KKPD dari bank berhenaan |
- c. fotokom Kemu Tanda Penduduk yang mas;h be.s
e CPAJKPA;
| ,’ _'__d Fotckepx prp PA/LPA
| e.SKPA; dan

sebagalmana dnnaksud pada ayat ( 1) dan S ':
sebagaxmana dlmaksud pada ayat (2), sesual den oy

perundang—undangan
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Bagian Keempat
Penerbitan KKPD
: Pasal 25 :
(1) Bank penerbit KKPD melakukan verifikasi Sur
yang diajukan oleh PPKD selaku BUD sebags
dalam Pasal 24 ayat (2). e
(2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) e
persetujuan pemberian batasan belanja ;
disesuaikan dengan kebijakan Bank penerbit /KK
mempertimbangkan surat keputusan Bupati tent -
SKPD. ‘
(3) Verifikasi scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
selesai dilaksanakan paling lambat 6 {enam)
Surat Permohonan Penerbitan KKPD diterima ol
KKPD.
(4) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksu
terpenuhi, Bank Penerbit KKPD menerbitkan:
a. KKPD;

b. rekapitulasi penerbitan KKPD; dan
c. tanda terima KKPD, untuk diserahkan kepa
BUD.
(5) Penerbitan KKPD, rekapitulasi dan tanda

(6) Bank Penerbit KKPD menyerahkan KKPD kepa:
BUD paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah KK

Pasal 26

(1) dan ayat (2} tidak terpenuhi, Bank Penerbit
sebagian atau seluruh permochonan penerbitan
menyampaikan surat pemberitahuan penolakan
selaku BUD: ' _
(2) Penyampaian surat pemberitahuan penolakan
dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lamb
kerja setelah berakhirnya proses verifikasi.




@)

1)

@)

()

M

@

6

@)

()

4)

rincian transaksi KKPD untuk memastikan

- a8

PPKD selaku BUD mﬂn dan melengka
permohonan penerbitan KKPD dan menyam
kepada Bank Penerbit KKPD untuk proses ve

4 Pasal 27

Pemegang KKPD menggunakan KKPD
Aktivasi KKPD sebagaimana dimaksud pada ay
oleh Administrator KKPD atau masing-masing
melalui call center/layanan pesan singkat
Service)/sarana lainnya.

Request/aktivasi PIN KKPD dilakukan oleh
atau masing-masing Pemegang KKPD

Pasal 28
secara otomatis aktif dan siap digunakan.
Penggunaan KKPD sebagaimana dimaksud pg
dilakukan untuk pembayaran belanja barang ¢
belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pas t

Pasal 29
PcmegangKKPDmembuhuhhan tanda tangan p

tangan(smmpanebyangterdamtpada
KKPD.

Pemegang KKPD wajib merahasiakan nomor
Verification Value (CVV) dan masa berlaku KKPD.
Secara periodik Pemegang KKPD aktif meme

transaksi yang salah/tidak diakui (dispute).
Dalam rangka pengamanan penggunaan KKPD, p
dilarang memberikan informasi mengenai data di
KKPD kepada snapapun




mengutamakan pembelian barang/jasa yang mi
dalam negeri. :

(6) Dalam hal KKPD tidak dipergunakan dalam ja
Pemegang KKPD dapat mengajukan permoho:
kepada Administrator KKPD dan menyimpan
yang aman.

PELAKSANAAN PEMBAYARAN DENGAN KKPD |
Bagian Kesatu
Penatausahaan Bukti-Bukti
Pasal 30 j
(1) Pelaksana Kuasa Pengguna mengumpulkan d o
yang menggunakan KKPD berupa:
a. Tagihan {e-billing) / Daftar Tagihan Sementara;
b.Surat Tugas/Undangan Rapat/Surat Perjale
 Dinas/Perjanjian/Kontrak; dan
c. bukti-bukti pengeluaran. o

{(2) Daftar Tagihan Sementara sebagaimana dimaks
dihasilkan dari sistem perbankan Bank penerbit
informasi:

a. nama pemegang KKPD;

b. nomor KKPD {account number};

c. tanggal cetak Daftar Tagihan Sementara;
d. tanggal transaksi {transaction date);

e. tanggal pembukuan (posting date);

f. keterangan (description);

g. nilai transaksi {amounts); dan

h. sub total tagihan.

(3) Bukti-bukti pengeluaran sebagaimana dimaks
huruf ¢ meliputi bukti pembelian/pembayaran
peraturan perundang-undangan.

{4) Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud §
PPTK selaku pelaksana pengguna KKPD me
pengeluaran riil belanja menggunakan KKPD.




¥ .

(5) Daftar pengeluaran riill belanja meng
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai de}
perundang- undangan

Bagian Kedua
Penagihan dan Penyelesaian Tagihan
| Pasal 31

{1} PPTK selalm Pelakmna Kuasa Pengguna KKPD
daftar pengeluaran riil belanja menggunakan
dokumen belanja sebagaimana dimaksud dalam
(1) kepada PA/KPA melalui PPK-SKPD/PPK-Un
lambat 2 (dua) hari keja setelah tagihan (g
Tagihan Sementara diterima dari Bank penerbit K
(2) Berdasarkan daftar pengeluaran riil belanja =
beserta dokumen sebagaimana dimaksud pada
SKPD/PPK-Unit SKPD melakukan Verifikasi terh:
a. Kebenaran data pihak yang berhak menerin
atas beban APBIJ;
b. Kebenaran materiil dan perhitunganbukti-bu

c. kebenaran perhitungan Tagihan (e-billing)/
pembayaran kepada pemerintah daerah;
d. kesesuéian perhitungan antara bukti peng
Tagihan {e-billing)/ Daftar Tagihan Sementara;

e. kesesuaian jenis belanja yang dapat diba
KKPD; dan '
f. kesesuaxan spemﬁkam teknis dan volume bs
peqanjlan/kontrak dokumen serah terima bai

barang/jasa yang diserahkan oleh penyedia bs
(3) Berdasarkan hasil verifikasi, PPK-SKPD/PPK
menyiapkan NPD KKPD dengan dilampiri DPT K
bukti pengeluaran untuk selanjutnya disampf
PA/KPA untuk ditandatangani dan disahkan.

(4} NPD KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3
memuat: : '
a. tanggal dan ﬁomor NPD KKPD;

s‘
k|
§




b. jumiah tagihan KKPD yang dibayarkan;
c. nomor rekening Bank ]merblt KKPD;
d. peruntukkan pembayaran;

e. dasar pembayaran;

f. pembebanan anggaran; dan
g. tanggal setuju/ hmaa bayar serta penandatang
(5) PA/KPA mengesahkan sebagian/seluruhn
pengeluaran dan DPT KKPD sebagaimana dim
(3) dan menandatangani NPD KKPD.
(6) DPT KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (
ketentuan perundang-undangan. '

‘ Pasal 32

(1) Dalam hal terdapat bukti-bukti pengelua
memenuhi ketentuan, PPK-SKPD/PPK Unit
bukti-bukti pengeluaran dimaksud dan disam

diterima. i
(2) PPTK selaku Pelaksana Kuasa Pengguna KKPD me
melengkapi bukti-bukti pengeluaran riil belanja
KKPD dan menyampaikan kembali kepada PA/ G
SKPD/PPK Unit SKPD untuk proses verifikasi lebil
(3) Format Surat Pemberitahuan Penolakan sebagai
pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan perundang

Pasal 33 _
PA/KPA menyampaikan NPD KKPD yang dilampiri O§
bukti-bukti pengeluaran belanja yang telah disa 1
dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) kepada BP/BPP p
(satu) hari kerja setelah diterbitkan dan dilampiri desjga
yang lengkap dan sah. |
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Pengujian Nota Pencairan Dana
(1) Berdasarkan NPD KKPD yang dilampiri DPT
bukti pengeluazan belanja yang telah disz
dlmaksud da]am Pasal 33, BP/BPP melakukan:
a. pengujian atas NPD KKPD dan DPT KKPD;
b. pengujian ketersediaan dana UP KKPD; dan
c. penyusunan daftar pungutan/potongan pajak/ i
atas tagihan dalam NPD KKPD. '
(2) Pengujian atas NPD KKPD dan DPT KKPD|
dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: |
a. penelitian kelengkapan perintah pembayaran
oleh PA/KPA;
b. pemeriksaan kebenaran atas hak tagih, melip
1) pihak yang ditunjuk untuk menerima pemb
2) nilai tagihan yang harus dibayar;
3) jadwal waktu pembayaran; dan
4) ketersediaan dana yang bersangkutan.
€ pemeriksaan kesesuaian pencapaian kel

barang/jasa dan spesifikasi teknis yang d
dokumen perjanjian/kontrak; dan

d.pemeriksaan dan pengujian ketepatan pe

rekemngan&aranatas pengeluaran.

(3) Dalam hal pengujlan NPD KKPD dan DPT KKPD t

persyaratan, BPP menyampaikan NPD KKPD da

yang diterbitkan oleh KPA kepada BP untuk

permintaan penggantian UP KKPD kepada PA. |

(4) Berdasarkan hasil verifikasi NPD KKPD dan D

KKPD dan DPT KKPD yang diterbitkan oleh KPA:
dimaksud pada ayat (3), BP mengajukan
penggantiary UP KKPD kepada PA.
(5) Pengajuan permintasn penggantian UP KKPD,
dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lam

BAG
‘Eﬁ Ui O'D
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o PA meialul PPK—SRPD yang dllampm. B

= kexja se_]ak NPD KKPD dan DP‘I‘ KKPD dltenma :
- (6} ":Da}ém halberdasarkan pe'_ngujian,' NPD. KKPDZ

-menolak NPD' KKPD_ dan DPT KKPD. yang’
| mengembahkan kepada PPTK pa]mg Iambat 2
ﬁf.__ sejak NPD KKPD dan DPT KKPD mtenm&

o _ i Baglan Keempat ~
Mekamsme Penerbztan SPP-GU SPM GU dan SP21) GU '

-.'Pasal 34 ayat (4) dﬁakukan dengan mengajukan SPP—

a. NPD KKPD;

_b-DPTKKPD;dan R
'c_:.' besertadokumen pendukung sesuai dengan ketéi_iti;
’ Perundang-undangan TS U

 undangan,

© (2) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksu pada
n _dokumen SPP-GU KKPD dmyatakan 1engkap dan sah PPK

- _:'S_Tanggung Jawab Mutlak PA dan Surat Peryataan -
- SKPD dan dzsampalkan kepada PA untuk d;tandata

* @.,

Cwe :
e BUD untuk penerbltan smn GU KKPD palmg Iambg
ker_}a sejak dokumen SPP-GU KKPD dltenma secara I
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(2) sPM GU KKPD sebagannana dimaksud pada ayat {
a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA,
Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD,

Pasal 38
(1) Kuasa BUD melakukan verifikasi dokumen SPM
dengan ketentuan peraturan perundang- undangs
(2) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksu
dokumen SPM GU KKPD dinyatakan lengkap

dokumen SPM GU KKPD diterima secara lengkap.
(3) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagai
pada ayat (1) dokumen SPM GU KKPD belum din
Kuasa BUD mengembalikan dokumen SPM GU
paling lambat 1 {satu) hari kerja sejak diterima dok
KKPD.

Pembayamn Tng‘han KKPD
Pasa! 39

(1) BP melakukan pembayaran tagihan KKPD me
rekening BP ke rekening Bank Penerbit KKPD palin
hari kerja setelah pencairan dana SP2D dit
rekening BP.
(2) Dalam hal pada SKPD terdapat BPP, pendebitan
rekening BPP dilakukan BP paling lambat 1 (s
setelah pencairan dana SP2D-UP KKPD dite:
rekening BP.
(3) BPP melakukan pembayaran tagihan KKPD me
rekemng BPP ke rekemng Bank Penerblt KKPD p
{satu} hari kerja setelah pencairan dana SP2D dit
rekening BPP. :
(4) Pendebitan rekening BP/BPP dilakukan sejumi:
harus dibayar sebagaimana tercantum dalam DPT

(5) Pendebitan rekening BP/BPP menggunakan:
a. layanan perbankan secara elektronik; dan

.
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b. cek/bilyet giro.
(6) Layanan Perbankan Secara Elektronik sebagaing
pada ayat (5) huruf a berupa:
a. internet banking; atau
b. karmdeblt. :
N Blaya yang tlmbul akibat pendebitan rekeni
Layanan Perbankan Secara Elektronik dari Rel
sebagmmana dnmaksudpadaayat (1) dan ayat {(2) d
DPA SKPD berkenaan.

Pasal 40

(1) Dalam hal terdapat tagihan KKPD yang belum
SKPD paling singkat 1 (satu) bulan sejak tanggs
pembayaran, Bank Penerbit KKPD menyamyyx
tunggakan tagxhan KKPD knpada SKPD yang ber
ditembuskan ke PPKD selaku BUD.

(2) Berdasarkan Laporan Tagihan KKPD sebagaimana
ayat (1), PPKD selaku BUD mciakukan koord
terkalt.

(3) Koordinasi sebagmmana dimaksud pada ayat (2) dije
mengklarifikasi, menghimbau dan mendorong SKP
- percepatan penyelesaian tagihan KKPD yang belum ¢il

(4) SKPD harus menyelesaikan tagihan KKPD sebagainy
pada ayat (3) paling lambat 1 (satu) bulan se]
dilakukan dengan PPKD selaku BUD..

Pasal 41
(1) Pembayaranatastagzhanm{PDkepadaBank
melebihi tagxhan F halmya merupakan keterlanjuran
(2) Keterlanjuran pembayaran harus disetorkan kemk
Penerbit KKPD ke rekening BP/BPP untuk penyetc
(3) Penyetoran kembali sebagaimana dimaksud
dimintakan oleh Administrator KKPD kepada Bank
melalui surat elektronik dan/atau sarana tercepat
mendapat persetujuan dari PA/KPA.
(4) Untuk permintaan penyetoran kembali sebag:




(5)

(6)

BIAYA PENGGUNAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH D

(1) Bank Penerlnt KKPD membebaskan SKPD dari b

A

pada ayat (3), Administrator KKPD harus menginfo
a. nilai keterlanjuran pembaym-an
b. nomor dan nama KKPD;
¢. bukti-bukti pembayarsgfSiindabbulcuan ya
d. nomor rekeniﬁ_g BP/BPP untuk penyetoran kem
kelebihan pembayaran tagihan dari Bank pene
Dalam hal informasi permintaan penyetoran kemt
dimaksud pada ayat (3) dan ayat {4} telah terpen
KKPD melakukan penyetoran kembali ke re
dan/atau rekening yang ditunjuk paling lambat 5 |
setelah pengajuan permintaan penyetoran
Administrator KKPD 55
Dalam hal mformasl permmtaan - penyetoran
terpenuhi, Bank Penerbit KKPD memberits :
Administrator KKPD untuk memperbaiki permint
kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
sebagaimana dimaksud pada ayat (4). '

BAB VI

Pasal42

KKPD, mehputt

a. biaya keanggotaan (membership fee};

b. biaya pembayaran tagihan melalui teller, ATM, ds

c. biaya permintaan kenaikan batasan belanja (Limif

d. biaya penggantian Kartu Kredit karena hilang/d

rusak;

biaya penggantian PIN;

biaya copy-billing statement;

biaya pencetakan tambahan lembar tagihan;

biaya keterlambatan pembayaran;

biaya bunga atas mngga.kan /tagihan yang

dibayarkan; dan

j. biaya penggunaan fasilitas airport lounge yang b
dengan KKPD.

®

=@ oo
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el
(2) Dalam pmggunann KKPD, biaya yang dibebsz
hanya _biaya_ materai. ‘
(3) Pengaturan biaya sebagaimana dimaksud pada
(2) dituangkan dalam perjanjian kerja sama peng
antara PPKD selaku BUD dengan Pejabat Bank Pendt

BAB VIII
MONITORING DAN EVALUASI
~ Passld3

(1) Bupati melalui SKPD teknis melakukan monitori

atas pelaksanaan pembayaran belanja daerah mengg
secara berjenjang dan berkala.

(2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud jji

menggunakan KKPD sesuai dengan keten
perundang-undangan. i

(3) Bupati menyampaikan laporan hasil monitoring |
pelaksanaan pembayaran belanja daerah men
kepada Gubernur.

BAB IX
(1) Bank penempatan RKUD berkoordinasi dengan

(2) Pemrosesan transaksi dan penyelenggaraan KKPD ¢
bank dan/atau pihak terkait dengan memperhati
kartu kredit sebagm alat pembayaran sesuai de
peraturan otoritas di bidang sistem pembayaran.




g

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 45
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinva, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam
Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto
pada tanggal u Tonpart 2024
PATI GORONT.

Diundangkan di Limboto
pada tanggal 22  DSamar 20249
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,

il

RONI SAMPIR
BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALC TAHUN 2024 NOMOR



PERATURAN BUPATI GORONTAI
NOMOR  TAHUN2024 |
TENTANG TATA CARA PENC
PENYELENGGARAAN
_ PEMERINTAH ~ DAER/
PELAKSANAAN  ANGGARAN
 DAN BELANJA DAERAH

FORMAT SURAT PERNYATAAN UP DARI PA, FORMAT SURAT P

BESARAN UP KKPD SKPD, FORMAT SURAT PERMOHONAN

KKPD, SURAT REFERENSI, DAFTAR PENGELUARAN RIIL i
MENGGUNAKAN KKPD, DPTKKPD DAN SURAT PEMBERITAHUAN

A. FORMAT PERMOHONAN PERSETUJUAN UP KKPD

PERNYATAAN UP
“KOP SURAT PEMDA
N . b (1}
Lampisan  : ... : 2)
Hal ~ : Permohonan Persetujuan UP KKPD

Yth. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku BUD

i

..................... (3) tanggal ............ (6) tentang Tata Cara Peng
Penyelenggaraan Kartu_ Kredit Pemerintah dalam rang

Anggaran Pendapatan'dan Belanja Daerah, bersama ini k
permohonan persetujuan UP KKPD sebagaimana rincian di

No| Perubahan Besaran UP | Jenis UP KKP
SKPD e %
(7) : 8 . Tunai (9)
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Selanjutnya, sebagai ‘bahan p:ﬂmbangan kami

Pernyataan UP sebagaimana lampiran surat ini.
Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas

samanya kami ucapkan terima kasih. ¥

' PETUNJUK PENGISIAN

SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN UP S
NO URAIAN Ril
(1) | Diisi dengan nomor surat i
{2} | Diisi dengan jumlah berkas lampiran surat
(3) | Diisi dengan Alamat kantor PPKD i
(4) | Diisi dengan nama kota (tempat kedudukanikantor)
(5) | Diisi dengan nemor peraturan Bupati
(6) | Diisi dengan tanggal penetapan peraturan Bupati || ||| il
{7) | Diisi dengan nomorurut ‘ ; AR ]

e

iy

e
pes
o

(8) | Diisi dengan besaran UP sesuai dengan Keputusan B |

(0) |Diisi dengan persentase besaran UP Tunai yal
Perubahan persentase besaran UP Tunai S&ﬂ
Keputusan Kepala Daerah glc _
(10} | Diisi dengan persentase besaran UP Tunai yaitu ) Pe "
persentase besaran UP Tunai sesuai dengan Kepu :
Daerah '

(11) | Diisi dengan besaran UP Tunai yaitu persentase Ul
dikalikan dengan besaran UP SKPD 5| ol
(12) | Diisi dengan besaran UP KKPD yaitu persentase, ' (KP
dikalikan dengan besaran UP SKPD Tl %
(13) | Diisi dengan nama kota (tempat kedudukan/kantor) ; “
(14} | Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun
(15) | Diisi dengan nama lengkap PA
(16) | Diisi dengan NIP PA T




g
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FORMAT SURAT PERNYATAAN UP
KOP SURAT PEMDA

* SURAT PERNYATAAN UANG PERSEDIAAN |
l Nom I XXXXXX

Sehubungan dengan penpguan Uang
bertandatangan di bawah ini :
1. Nama S vl tasi s e (1)

2. Jabatan : Pengguna Anggaran (PA) .. (2)
3. 808 Lo e oo 9)

dengan ini menyatakah bahwa : g
1. Besaran UP SKPD yang dm,;ukan untuk Tahun 2a

e T

1. | Pagu DPA SKPD
melalui UP dalam 1 Tahun o

4. | Pagu Jenis Belanja vang dapat dibayarkan
melalui UP KKPD dalam 1 Tahun
5. | Besaran UP SKPD

e

6. | Besaran IJP Tunax atau Perubahan Besaran g
UP Tunai (60%) g Perubahan Proporsi UP
Tunai

7. | Besaran UP KKPD atau Perubahan Besaran

UP KKPD (40%) Perubahan Proporsi UP
KKPD : i

2. UP tersebut akan dipergunakan untuk keperluan mem ?

barang dan jasa ‘serta belanja modal SKPD dan/a ;_

pengeluaran yang tidak dapat dilakukan melalui pemba
3. Bersedia untuk menyetorkan ke kasdaemh
besaran/jumlah poton@n UP Tunai yang telah ditetapke i

EERY =
;i—:-,fiufn 39‘&

3. |Pagu Jenis Belanja yang dapat dibay: }5"
melalui UP Tunai dalam 1 Tahun L

e
b
b

o
s
FEmAbr

A
S
B2 ‘,—] 2
Bl

o




BUD atau melakukan pemotongan atas penggantian
diajukan sebesar jumlah potongan yang telah ditetapks
BUD sebagai akibat tidak melakukan penggantian (re
minimal 1 (satu) Jali daiam 1 (satu} bulan sejak
d:terb}tkan ‘

Bersedia dilakukan pemotongan besaran UP KKPD
puluh lima persen) dari total besaran/proporsi UP
disetujui oleh PPKD selaku BUD sebagai akibat
ketidaksesuaian pelaksanaan pembayaran dan pe
Pembayaran dengan KKPD Tingkat SKPD.

Mematuhi besaran UP Tunai/perubahan besaran
besaran UP KKPD/perubahan besaran UP KKPD yang
oleh PPKD selaku BUD dan _menmunakannyﬁ sesuai defy
peraturan yang telah ditetapkan.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-be:

' PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN UANG PERSEDIAAN

NO URAIAN

(1) | Diisi dengan nama PA

(2) |Diisi dengan jabatan PA

(3) | Diisi dengan nama SKPD

(4) | Diisi dengan tahun anggaran berjalan

(5) | Diisi dengan total pagu DPA SKPD (dalam rupiah)

{6) | Diisi dengan pagu jenis_belgmja yang dapat diba;
UP selama 1 (satu) tahun (dalam rupiah)

(7) | Diisi dengan pagu jenis belanja yang dapat dibays

e (oL 10
e
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NO

URAIAN

UPTunmselamal(satu) tahun yaitu sebesarGO%

persen) dari pagu jems be!anja yang bisa dibayar
{dalam rupiah}

(8)

Diisi pagu jenis belanja yang dapat dibayarkan me
selama 1 (satu) tahun yaitu sebesar 40% (empat p
dari pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melal
rupiah)

9

Diisi dmgmlbesamn UPSKPDsesuaidengan kepu.
Daerah tentang Besaran UP SKPD (dalam rupiah)

(10)

Dﬁaadenganmup'rumiyaimso%dm

atau 60% dari perubahan besaran UP melampam
SKPD yang telah disetujui Kepala Daerah (dalam s
Perubahan proporsi UP Tunai yaitu proporsi lebi
besar dari 60% dikalikan dengan perubahan |
melampaui besaran UP SKPD (dalam rupiah)
perubahan proporsi UP Tunai diberikan oleh Kepala

(11)

Diisi dengan Besaran UP KKPD yaitu 40% dari

atau 40% dari perubahan besaran UP melampaui §
SKPD yang telah disetujui Kepala Daerah {dalam
Perubshan proporsi UP KKPD yaitu proporsi lebi
besar dari 40% dikalikan dengan besaran UP SKPD
lebih kecil/lebih besar dari 40% dikalikan dengan
besaran UP melampaui besaran UP SKPD {
Penetapan perubahan proporsi UP KKPD yang
Kepala Daerah. '

(12)

Diisi dengan lokasi '

(13)

Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun penanda
Pernyataan UP

(14)

Diisi dengan tanda tangan PA dan dibubuhi cap S

(15)

Diisi dengan nama lengkap PA

(16)

Diisi dengan NIP PA

m;{eﬁ? opDIAk 2
l =

‘ -
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B. FORMAT SURAT PERSETUJUAN BESARAN ﬂANG PER

SKPD

'KOP SURAT PEMDA
Nomor SHICN [ S _ (tanggal, bulan,
Sifat T : i
Lampiran : .. (2}...
Hal 2
Yth. Pengguna Anggaran

SKPD ... (3) ... (4) ...
di... () ...

1. Dasar A % : :
a. Peraturan Bupati Gorontalo Nomor ... (6) ... teni
Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pem
dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapa
Daerah;
b. Surat Keputusan Bupati Gorontalo mengenai pene
s -
c. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPM UH
".fn."tanggﬂf"(S)“;
d. Surat Permohonan Perubahan Besaran UP dari PA §
Nomor ... (10) ... tanggal ... (11} ...; dan/atau
e. Surat Pernyataan UP dari PA SKPD ... (12} ... N
tanggal ... (14) ... e
2. Sehubungan dengan butir 1 tersebut diatas, denga
persetujuan besaran UP SKPD adalah sebagai berikut :
No Uraian Juu{'}
1. | Pagu DPA SKPD Ey
2. |Pagu jenis belanja yang dapat
tﬁhaymduujnnﬂahﬁilPtkﬂanxltahun
3. | Pagu jenis belanja yang dapat
dibayarkan melalui UP KKPD dalam 1




B -

No Uraian J

4. | Besaran UP SKPD

Besaran UP KKPD atau perubahan
besaran UP KKPD (40%) / Perubahan
Proporsi UP KKPD '

. UP tersebut dipergunakan untuk keperluan membis i
barang dan jasa serta belanja modal SKPD ... (20) ... kod |
beban DPA TA ... (22) ... No ... {23) ... tanggal ... (24) ... {iEESH
digunakan untuk membiayai pengeluaran yang menjaius ks
harus dilakukan dengan Pembayaran Langsung (LS).

. Pembayaran dengan UP KKPD untuk pertama kalffii}
dilakukan kepada 1 (satu) penerima/penyedia barang [dé
belanja modal paling banyak sebesar Rp50.000.000
rupiah), kecuali pembayaran untuk honorarium dan pe:
. Pembayaran dengan UP KKPD dengan nilai belanja;
sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiahj |
penerima pembayaran digunakan apabila belanja barang 3|
belanja modal melalui transaksi katalog elektronik, toj
PLSE yang disediakan oleh lembaga yang menyeleng
pemerintahan di bidang kebijakan pengadaan barang/js
. UP KKPD merupal:ran uang muka kerja yang diberika ."
batasan belanja (limit) kredit kepada BP/BPP yang fii
. Total batasan belanja (limitj UP KKPD untuk masing
adalah paling banyak sebesar UP KKPD yang telah disety
. Mematuhi besaran UP KKPD/perubahan besaran UP Ki
ditetapkan dan menggunakannya sesuai dengan ketenfil
i b b
. Tata cara pencairan, pembayaran, penggunaan, pe
dan pelaporan dengan KKPD dalam rangka Pengg
berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor ... {25).....
Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Peme i
dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belg

KABAG 0

HUgLULT I\
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Kepala PPKD
cidapninsy LAY v
.......... (27) ...
.......... (28) ..cie
Tembusan :
1. Bupati Gorontalo ... (29) ...
- S {30) ..... ‘
PETUNJUK PENGISIAN

SURAT PERSETUJUAN BESARAN UANG PERSEDIAAN SK

NO URAIAN

(1) | Diisi dengan nomor surat

(2) | Diisi dengan banyaknya lampiran surat

(3) | Diisi dengan nama SKPD

(4) | Diisi dengan kode SKPD

(5) | Diisi dengan tempat/domisili/ Alamat kantor SKPD
(6) | Diisi dengan nomor Peraturan Gubernur/Bupati/Wali ;
Diisi dengan nomor SPM UP Tunai SKPD yang disampailkei|
Kuasa BUD _ _ S
Diisi dengan tanggal SPM UP Tunai SKPD yang disam,
Kuasa BUD

(9) | Diisi dengan nama SKPD
Diisi dengan nomor surat permohonan perubahan bess
SKPD
Diisi dengan tanggal surat permohonan perubahan be
PA SKPD ‘

(12) | Diisi dengan nama SKPD

(13) | Diisi dengan nomor Surat Pernyataan dari PA SKPD
(14} | Diisi dengan tanggal Surat Pernyataan dari PA SKPD

™

8)

(10)

(11)




a4

NO

URAIAN

(15)

Diisi dengan total pagu DPA SKPD (dalam Rupiah)

(16)

Diisi dengan pagu jenis belanja yang dapat dibays
selama 1 (satu) tahun (dalam Rupiah)

(17)

Diisi dengan pagu jenis belanja yang dapat dibayark
KKPD selama 1 (satu) tahun yaitu sebesar 40% (emp:
dari pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan mels
Rupiah) -

(18)

Diisi dengan besaran UP SKPD sesuai dengan ke
Keputusan Kepala Dam‘ah tmtangBesaran UP SKPD (d

(19)

Diisi dengan pembahan besaran UP melampaui be
yang telah disetujui Kepala Daerah (dalam Rupiah) Diisi
Besaran UP KKPD yaitu 40% dari besaran UP SKPD
perubahan besaran UP melampaui besaran UP S
disetujui Kepala Daerah (dalam Rupiahj; atau
Perubahan besaran UP KKPD yaitu proporsi lebih ke
dari 40% dikalikan dengan besaran UP SKPD atau
kecil/lebih besar dari 40% dikalikan dengan perub
melampaui besaran UP SKPD (da]nm Rupmh) Peneta
PropormbesaranUPmnmdﬂakukanolehKepala Dz

(20}

s =

Diisi dengan nama SKPD

(21)

Diisi dengan kode SKPD

(22)

Diisi dengan tahun anggaran DPA SKPD

(23)

Diisi dengan Nomor DPA SKPD

(24)

Diisi dengan tanggal pengesahan DPA SKPD

(25)

Diisi dengan nomor Peramran Gubernur/Bupati/Wali

(26)

Diisi dengan tanda tangan Kepala PPKD selaku BUD
cap ‘

(27)

Diisi dengan tanda tangan Kepala PPKD selaku BUD

(28}

Diisi dengan NIP Kepala PPKD selaku BUD

(29)

Diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota

(30)

Diisi dengan Pejabat Bank Penerbit KKPD yang

kerjanya |
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C. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENERBITAN KKPD

KOP SURAT PEMDA

Nomor '(l) e {Tanggal,
Sifat - ' s : ;

Lampiran : ...{2) ..,

Sehubungan dengan-pelaksanm Peraturan Bupati G
..... (5) ..... tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyeleny
Kredit Pemerintah Daerah dalam rangka
Pendapatan dan Belanja Daerah, dengan ini kami mengajuk
untuk menerbitkan KKPD dalam rangka penggunaan Ui
SKPD ..... (6) ..... (7) ..... dengan total Batasan belanja

------

..... e By, .. (18 e )

Sebagai bahan pertimbangss; Bl ik kami lampidlil

a. surat referensi;

b. formulir aplikasi KKPD;

c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
d. fotokopi NPWP; %
e
f

. fotokopi surat persetujuan besaran UP dari PPKD selaku Bji

. fotokopi surat keputusan penunjukkan PA/KPA.

i

diucapkan terima kasih.
Hormat kami,
Kepala PPKD
1T oo
..... {9 ..

Tembusan :

R

K
sl i
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PETUNJUK PENGISIAN

SURAT PERMOHONAN PENERBITAN KKPD
NO | ' URAIAN
(1) | Diisi dengan nomnr surat :
(2) | Diisi dengan banyaknya lampu‘an surat
(3) | Diisi dengan jabatan pejabat Bank Penerbit KKPD yang
kerja Pememmmtah Daerah il
(4) | Diisi dengan tempat/domisili/alamat kantor Bank Penerbif il
(5) | Diisi dengan nomor Peraturan Gubernur/Bupati/Wali Ko
(6) | Diisi dengan nomor Peraturan Gubernur/Bupati/Wali Ko

{7) | Diisi dengan kode SKPD *

(8) | Diisi dengan total batasan belanja (limit) KKPD yang
SKPD kepada Bank Penerbit KKPD (dalam angka)

{9) | Diisi dengan total batasan belanja (limit)} KKPD yang
SKPD kepada Bank Penerbit KKPD {dalam huruf)

{10} | Diisi dengan nama SKPD

(11) | Diisi dengan tahun anggaran berkenaan

(12) | Diisi dengan nomor DPA SKPD

(13) | Diisi dengan besaran pagu DPA(dalamangka;

{14) | Diisi dengan besaran pagu DPA (dalam humﬂ

(15) | Diisi dengan besaran UP SKPD berdasarkan surat persetuj
UP dari PPKD selaku BUD (dalam angka)

(16} | Diisi dengan besaran UP berdasarkan surat persetujuan
dari PPKD selaku BUD (dalam hurui)

(17) | Diisi dengan besaran UP berdasarkan surat persetujuan
dari PPKD selaku BUD (dalam hurui)

(18) | Diisi dengan NIP cha]aPPKD selaku BUD

{19) | Diisi dengan Gubernur/Bupati/Wali Kota
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D. FORMAT SURAT REFERENSI

' KOP SURAT PEM[SA
SURAT REFERENSI
..... ;| DU B
- R - R
Hal : Pengaﬁ@ KKPD
Merujuk Perjanjian Kerja Sama antara ................... @ ...
......... {5) .-eireee. tentang ........(6) .......... Nomor ........(7) .

untuk nama-nama sebagai berikut :

5o TGL JENIS
NO NAMA ; JABATAN i
: - LAHIR : KARTU
© T e (12) (13)

mendapatkan KKPD yang pembayarannya ditanggung
SKPD sepanjang sesuai dengan ketentuan pembayaran be

beban APBD. : '

Selanjutnya untuk segala hal yang terkait dengan pengg
SKPD i 05 ..., maka Administrator KKPD y:
adalah : . |

Nama 1 .- (16) ...

Jabatan  : ...(17)...

Telepon/Fax : ...{18}...

Email . i P10 o
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Administrator KKPD tersebut diberikan hak/kuasa
Anggaran (PA) / KuasaPenggumAnwmn(KPA)un
kenaikan batasan belanja (limit) KKPD secara sementara/

Demikian kamii sampaikan, atas perhatian dan kerja s
terima kasih.

Hormat kami,
Kepala PPKD selaku BUD
snehnuinss BRI i isins
i
PETUNJUK PENGISIAN
SURAT REFERENSI
NO ~ URAIAN

(1) | Diisi dengan lokasi
(2) | Diisi dengan lokasi :
(3) | Diisi dengan jabatan pejabat Bank Penerbit KKPD yang r

kerja Pemerintah Daerah '

(4) DiisidengannamaBankPenerb:tKKPD
{5} | Diisi dengan nama organisasi PFKD

(6) | Diisi dengan uraian Perjanjian Kerja Sama

{7) DumdmgannnmorPeqanpan Kerja Sama

(8) | Diisi dengan tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja

(9) | Diisi dengan nomor urut

(10) | Diisi dengan nama Pemegang KKPD

(11) | Diisi dengan tanggal lahir Pemegang KKPD

{12} | Diisi dengan jabatan Pemegang KKPD

(13) | Diisi dengan jenis KKPD

(14) | Diisi dengan nilai limit KKPD

{15} { Diisi dengan nama SKPD

(16) | Diisi dengan nama Admnnsﬁator KKPD, dengan ketentuan :
a.Penun]ukanAdmmxstratorKKPDblsaiebxhdan 1
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NO

URAIAN

sesuai dengan kebutuhan SKPD dan Surat Keputus
dari KPA SKPD. i . =

b. Jumish Administrator KKPD disesuaikan dengan
diatur dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Bupati ini

(17)

Diisi dengan jabatan Administrator KKPD.

(18)

Diisidenmnnmmrteleponlfaxhdmmstmmrlﬂ(PD

(19)

DiisidenganahmatemaﬂAdmunshmm(PD

(20)

Diisi dengan nama PPKD selaku BUD

(21)

Diisi dengan NIP PPKD selaku BUD

E. FORMAT DAFTAR PENGELUARAN RIIL PEMBAYAR

BARANG DAN JASA SERTA BELANJA MODAL DENGAN
KKPD :
KOP SURAT PEMDA

DAFTAR PENGELUARAN RIIL PEMBAYARAN PENGADAAN
JASA SERTA BELANJA MODAL DENGAN MENGGUNAK

Yang bertandatangan di bawah ini :
Nama PR

; ;
NIP S aekrsaeseinin AR RN v cith s x e man e

Pangkat/Gol. Ruang - .............

5 ;
Jabatan O i i e e s s e s b enaas s
SKPD .
; SRR e <
Nomor KKPD 3 , >
& . 8 ssssssesssew B R T e R R R ]

Berdasarkan pembayarah dengan KKPD dalam rangka
dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :
1. Rincian pengeluaran riil pembayaran pengadaan barang

No




/Modal | Kegiat : mpok Objek | Rincian

® | 09 |y (@ | a o9 | 09 | 19

- Total

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-b

untuk pembayaran pembayamn pengadaan barang
belanja modal SKPD dengan menggunakan KKPD

dipergunakan sebagaimana mestinya.
........ AR Y v
PPTK selaku P
Kuasa Pengg
PETUNJUK PENGISIAN

DAFTAR PENGELUARAN RIIL PEMBAYARAN PENGADAAN
JASA SERTA BELANJA MODAL DENGAN MENGGUN?

" URAIAN

NO
(1) | Diisi dengan nama PPTK selaku Pelaksana Kuasa Pengg
(2) | Diisi dengan NIP PPTK selaku Pelaksana Kuasa Pengguna
(3) | Diisi dengan Pangkat/Gol. Ruang PPTK selaku Pelak
Pengguna KKPD '
(4) | Diisi dengan jabatan PPTK selaku Pelaksana Kuasa Pengg
(5) | Diisi dengan nama SKPD PPTK selaku Pelaksana Kua
KKPD !
(6) | Diisi dengan nomor KKPD
(7) | Diisi dengan nomor urut_




B | =

NO

URAIAN

(8)

Diisi dengan uraian peugeluaraﬁ/tzansaksi keperiuan b
dan jasa m__behnja moda_l_ yang dibayarkan dengan KKl

9

Diisi dengan jenis belanja barang dan jasa serta belanja m

(10)

Diisi dengan kode sub kegiatan

(11)

Diisi dengan kode akun-

(12)

Diisi dengan kode akun

(13)

Diisi dengan kode jenis

(14)

Diisi dengan kode objek

(15)

Diisi dengan kode rincian ijek _

(16)

Diisi dengan kode sub rincian objek |

(17)

Diisi dengan tanda centang apabila terdapat bukti pengel

(18)

Diisi dengan tanda centang apabila tidak terdapat bukti p '

(19)

Diisi dengan jumiah pembayaran dengan KKPD

(20)

Diisi dengan total pembayaran dengan KKPD

| (21)

Diisi dengan lokasi

(22)

Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun

(23)

Diisi dengan tanda tangan PPTK selaku Pelaksana Kua
KKPD ‘

(24)

Diisi dengan nama PPTK selaku Pelaksana Kuasa Penge

(25)

Diisi dengan NIP PPTK selaku Pelaksana Kuasa Pengguna

FORMAT DAFTAR PENGELUARAN RIIL KEGIATAN PERJ
JABATAN DENGAN MENGGUNAKAN KKPD

v Y

KOP SURAT PEMDA
DAFTAR PENGELUARAN RIIL KEGIATAN PERJALANAN DIN
DENGAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERA

e r———————————————

Yangbertandatangandibaﬁahini:

. -
Nama BT e T R e TR
NIP ple sl T el e T R el

Pangkat 1. Ru >
ang BN 2 | i nnss sunsitntins momopusssnss oas i ppbiabie dons Sunsy

Jabatan : S i T

" L e weedete ‘rrvrE S s e R e R R R S A R g

SKPD .
M e et e e e L T
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Berdasarkan Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor

e 1B ....... , dengan ini kami menyatakan dengs
bahwa :

1. Rincian pengeluaran riil kegiatan perjalanan dinas
KKPD sebagai berikut :

No ' Pembebanan Anggaran B
Pengeluaran :

© (0 [an[aa|aa]ea]as e | o] i

Total

2. Jumiah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-b
untuk pembayaran perjalanan dinas dan apabila d

terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia un
kelebihan tersebut ke RKUD.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan seb

dipergunakan sebagaimana mestinya.
Mengetahui : el - e v § ;

PPTK selaku Pelaksana Kuasa Pelaksana SPD
Pengguna KKPD

.................. (23) ..
.................. v v Bk o s LY
.................. 0 TR

PETUNJUK PENGISIAN
DAFTAR PENGELUARAN RIIL KEGIATAN PERJALANAN DIf
' DENGAN KKPD
NO URAIAN

(1) Dﬁsidengannama?elaksanaSuratPexjalananDinas[SPD

{2) | Diisi dengan NIP Pelaksana Surat Perjalanan Dinas (SPD})

(3) | Diisi dengan Pangkat/Gol. Ruang Pelaksana Surat Perj
(SPD)
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NO

(4)

Diisi dengan jabatan Pelaksana Surat Perjalanan Dinas (S

(5

Diisi dengan nama SKPD

{6)

DnmdcnganmorKKPD

(7)

Diisi dengan nomor SPD _

(8)

(9)

e &

Diisi dengan nomor urut

(10)

Diisi dengan perincian pengeluaran

(11)

Diisi dengan kode akun belanja

(12)

Diisi dengan kode kelompok belan;a

(13)

Diisi dengan kode jenis belanja barang dan jasa

(14)

Diisi dengan kode jenis belanja barang dan jasa

(15)

Diisi dengan kode rincian objek perjalanan dinas

(16)

Diisi dengan sub rincian objek

(17

Diisi dengan tanda centang apabila terdapat bukti pengeluah

(18)

Diisi dengan tanda centang apabila tidak terdapat bukti p

(19)

Diisi dengan jumiah pembayaran dengan KKPD

(20)

Diisi dengan total pembayaran dengan KKPD

(21)

Diisi dengan lokasi -

(22)

Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun

(23)

Diisi dengan tanda tangan Pelaksana SPD

(24)

Diisi dengan nama Pelaksana SPD

(25)

Diisi dengan NIP Pelaksana SPD

(26)

Diisi dengan tanda tangan PPTK selaku Pelaksana Kua
KKPD

(27)

(28)

F.

FORMAT DAFTAR PEMBAYARAN TAGIHAN KKPD

KOP SURAT PEMDA

No

Nama

No KKPD

Belanja ngdmmTKndelMlmlxodei Kode




Barang ran T Sub mm. Kelom | Jenis | Objek | R
pok O
@] @ | @ B © | ™ | ® | ® |6y | an| a
Total
...... (16) ......
an.....
Pengguna
Kuasa Penggu
PETUNJUK PENGISIAN
DAFTAR PEMBAYARAN TAGIHAN PEMEGANG ¥
NO URAIAN
{1} | Diisi dengan nama Bank Penerbit KKPD
{2) | Diisi dengan nomor urut
(3) | Diisi dengan nama lengkap Pemegang KKPD
(4) | Diisi dengan nomor KKPD | _
(5) | Diisi dengan jenis belanja bamng dan jasa serta belanja m
(6) | Diisi dengan rincian pengeluaran/transaksi yang dibay
KKPD. %Untuk Biaya Materai, apabila masuk d
{ebilling)/Daftar Tagihan Sementara, agar dimasukkan
pengeluaran untuk dibayarkan kepada Bank Penerbit K
(7} | Diisi dengan kode sub kegiatan
(8) | Diisi dengan kode akun
(9) | Diisi dengan kode.kelompok belanja
{10) | Diisi dengan kode jenis belanja
(11) | Diisi dengan kode objek belanja
(12) | Diisi dengan kode rincian objek belanja
(13) | Diisi dengan kode sub rincian objek belanja
(14) | Diisi dengan junilah yang harus dibayarkan atas beban

masing-masing Pemegang KKPD
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(15) | Diisi dengan jumlah yang harus dibayarkan atas be . ;

(16} | Diisi dengan lokasi : :

(17) | Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun
Pembayaran Tagihan Pemegang KKPD

{18) | Diisi dengan tanda tangan PA/KPA dan dibubuhl cap i
(19} { Diisi dengan nama lengkap PA/KPA

(20) | Diisi dengan nama lengkap PA/KPA

ik g

G. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN il
KOP SURAT SATUAN KERJA L HE

Nomor :'----'-('llf----_- ~ (Tangeal, B -_
B - g s i
Lampiran : ...... (2) ....

Hal  : Pemberitahuan Penolakan Bukt:—Buku

L

a. Peraturan Bupati ... (7) ... Nomor ..... (8) .....
Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit
dalam rangka ‘Pelaksanaan Axwmn Pen: i

b. Daftar Pengeluaran Riil Kegiatan Pengadaan dan J
Modal dengan KKPD a.n. ..... (9) dengan nomor KKPD .

c. DaﬁarPengemamnRﬂKegmtan Perjalanan Dinas J
KKPD an. ..... (11) ..... dengan nomor KKPD ..... (12) e

d. Tagihan (e—biﬂmg) / Daftar Tagihan Sementara a.n
dengan nomor KKPD ..... {14} .....

o e | S

m[w %?D AR




2. thubmgan dcn@n butir 1 tersebut diatas dan
pengujian oleh PPK SKPD, dengan ini disampaikan
riil kegiatan pengadaan barang dan jasa serta bela
kegiatan perjalanan dinas jabatan dengan KKPD
disetujui/disahkan untuk dilakukan pembayaran
meliputi :

Permbebanan Anggaran Buku J
Kode Kode Kode Kode Sub -
No | Pengelu Kode Kode | Kode 3
aran Akun Jenis | Objek : :
Keg. pok Objek Objek
15§ a6 | a7) | (18) | A9 | 20) | 21) | 22) 23 @249 @29

Total

3. Selanjuinya, terhadap rincian pmyluaran sebag
pada angka 2, sesuai dengan ketentuan, menjadi
pribadi Pemegang KKPD/Pelaksana Kuasa Pengguna |
dibayarkan kepada Bank Penerbit KKPD sebelum tz
pembayaran.

et paikan, TP
diucapkan terima kasih.

Pengguna /
Pengguna Angga
SKPD ...... {30}
(nama jelas) |
NP, ..... (31) ..

Tembusan :
1. Kuasa Pengguna Anggaran SKPD ... (32



SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN BUKTI-BUKTI PE
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PETUNJUK PENGISIAN

NO

URAIAN

(1)

Diisi dengan nomor surat

(2)

Diisi dengan banyaknya lampiran surat

(3}

Diisi dengan nama PPTK selaku Pelaksana Kuasa Pengg

(4)

Diisi dengan jabatan PPTK selaku Pelaksana Kuasa Pe

()

DﬁsidermganalamatKantorPP’PKselakuPelaksanaK
KKPD ‘

©)

Diisi dengan alamat tempat/domisili/alamat kantor S

@)

(8)

Diisi dengan nomor Peraturan Bupati

9)

Diisi dengan nama PPTK selaku Pelaksana Kuasa F

"

(10)

Diisi dengan nomor KKPD

(11)

Diisi dengan nama PPTK selaku Pelaksana Kuasa Peng;

(12)

Diisi dengan nomor KKPD

(13)

(14)

Diisi dengan nomor KKPD

(15)

Diisi dengan nomor urut

(16)

Diisi dengan rincian pengeluaran/transaksi keperiuan
dan jasa serta belanja modal dan/fatau belanja pe
jabatan yang d1bayarkan dengan KKPD

(17)

Diisi dengan kode sub kegatan

(18)

Diisi dengan kode akun

(19)

Diisi dengan kode kelompok

(20)

Diisi dengan kode jenis

(21)

Diisi dengan kode objek

(22)

Diisi dengan kode rincian objek

(23)

Diisi dengan kode sub rincian objek

(24)

Diisi dengan tanda centang apabila terdapat bukti pengeltfia

{25)

Diisi dengan tanda centang apabila tidak terdapat bukti p

(26)

Diisi dmgaﬁjumlah pembayaran dengan KKPD

(27)

Diisi dengan keterangan dengan penjelasan
pengeluaran/bukti-bukti pengeluaran ditolak/tidak di




38

NO

URAIAN

PA/KPA "Tidak Disetujui/ Tidak Disahkan".

(28)

Diisi dengan alasan penolakan

(29)

Diisi dengan total jumlah pengeluaran

(30}

Diisi dengan nama SKPD

31)

Diisi dengan NIP PA/KPA

(32)

Diisi dengan nama SKPD

(33)

Diisi dengan nama SKPD

LBU PATI GORONTAMD.J




